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PERBEDAAN UMUR BIBIT DAN PEMBERIAN PUPUK  
UREA TERHADAP HASIL TANAMAN GONDA  

(SPHENOCLEA ZEYLANICA GAERTN) 
 
 

ANAK AGUNG GEDE PUTRA 
I NENGAH KARNATA 

PS Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Tabanan 
 

ABSTRAK 

 
Tanaman Gonda (Sphenoclea zeylanica Gaertn) merupakan salah satu jenis sayuran yang 

banyak digemari  karena banyak memiliki kandungan gizi dan sebagai sumber protein nabati. Pada 
saat ini tanaman gonda sudah banyak dibudidayakan terutama di Bali, baik ditanam secara 
monokultur maupun secara tumpangsari.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan umur bibit dan pemberian 
pupuk Urea terhadap hasil tanaman gonda yang dilaksanakan di desa Klating, Kecamatan 
Kerambitan, Kabupaten Tabanan pada 27 Pebruari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor 
yaitu umur bibit (U1=21 hari, U2= 28 hari dan U3= 35 hari) dan dosis pupuk urea (D1= 150 kg ha-1, 
D2 = 200 kg ha-1, D3= 250 kg ha-1). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga 
terdapat 27 petak penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan  perbedaan umur  bibit 
dengan dosis pupuk anorganik berpengaruh tidak nyata terhadap semua parameter yang diamati. 
Perlakuan tunggal umur bibit dan dosis pupuk anorganik berpengaruh nyata terhadap  semua 
parameter yang diamati. 

Perlakuan umur bibit 28 hari memberikan berat segar ekonomi ha-1 dan berat kering oven 
ekonomi ha-1 tertinggi yaitu 23,05 t dan 1,87 t, meningkat sebesar 13,71 % dan 66,96 % 
dibandingkan dengan hasil terendah pada umur bibit 35 hari sebesar 20,27 t dan 1,12 t. 

Perlakuan dosis pupuk anorganik memberikan berat segar ekonomi ha-1 dan berat kering oven 
ekonomi ha-1 tertinggi yaitu pada 250 kg ha-1 sebesar 22,91 t dan 1,61 t meningkat sebesar 13,92 % 
dan 40,00 % dibandingkan dengan hasil terendah pada pupuk anorganik 150 kg ha-1 sebesar 20,11 t 
dan 1,15 t. 

 
Kata kunci : Umur bibit, pupuk anorganik, Tanaman Gonda (Sphenoclea zeylanica Gaertn) 
 

PENDAHULUAN 
 

Tanaman gonda merupakan tanaman 
akuatik dengan ciri morfologi batang berongga 
menyerupai tanaman kangkung (Ipomaea 
aquatica) dan tergolong tumbuhan setahun. 
Umumnya tanaman gonda tersebar pada 
wilayah yang memiliki ketinggian 1-300 m dpl 
dengan lingkungan tumbuh tanah berlumpur 
seperti lahan persawahan, saluran irigasi dan 
tepian sungai. Penyebaran tanaman gonda 
secara global yaitu pada wilayah tropis sampai 
sub-tropis, meliputi Asia, Afrika, Amerika 

Selatan, Amerika Tengah dan Meksiko 
(Carter., dkk. 2014) 

Manfaat tanaman gonda yaitu sebagai 
sayuran dan tanaman fungsional (obat-obatan). 
Menurut Cintari, dkk. (2013), tanaman gonda 
mengandung senyawa turunan beta-karoten 
(zat antioksidan) yang berguna untuk 
kesehatan tubuh. Manfaat lainnya yaitu untuk 
mengobati luka memar, bisul pada kulit dan 
sengatan hewan beracun seperti tawon 
(Quattrocchi, 2012). 

Sundaru at. al. (1976) mengelompokkan 
gonda sebagai gulma tanaman padi sawah, 
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PERINDUNGAN HUKUM ATAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN 
WISATAWAN OLEH BIRO PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN 
 

NI WAYAN LISNA DEWI 
I WAYAN SUARDANA 

I WAYAN ANTARA 
Lisnadewi1988@yahoo.com 

Fakultas Hukum Universitas Tabanan 
 

ABSTRAK 
 
 Pemerintah Negara Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan 
disegala bidang termasuk bidang pariwisata. Pembangunan di bidang pariwisata perlu mendapatkan 
perhatian dari pemerintah karena bidang ini sebagai salah satu penunjang keberhasilan 
pembangunan. 
 Perlindungan hukum atas keamanan dan keselamatan wisatawan menurut pasal 29 d 
Undang-Undang No 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan telah  diatur mengenai kewajiban 
pihakpengusah pariwisata untuk memberikan kenyamanan ,keramahan ,perlindungan keamanan dan 
keselamatan kepada wisatawan,dan dipertegas dalam pasal 5 Nomor 4 Tahun 2014 Pennenpaektif 
disebutkan bahwa Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata  meliputi usaha penyediaan jasa 
perencanaan perjalanan dan usaha jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk 
perjalanan ibadah yang berbentuk badan usaha Indonesia.Sanksi hukum bagi Biro Perjalanan 
Wisata yang tidak memenuhi standar  Keamanan dan Keselamatan terhadap Wisatawan 
sebagaimana  dimaksud pada pasal 7 ayat 1 kewajiban melaksanakan sertifikat usaha perjalanan  
wisata dalam pasal 13 jasa jasa pariwisata tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan 
berdasarkan sertifikat  Usaha jasa perjalanan pariwisata maka pelaku usaha akan dikenakan saksi 
administratif,sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat 2 sampai ayat 5 permenparekraf No 4 
tahun 2014 yaitu berupa :teguran tertulis Sanksi administrative berupa teguran tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali,dan 
dilaksanakan secara patut dan tertib ,dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis 
paling cepat selama 30 hari kerja ,dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang 
lain dikenakan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 3 selama paling cepat 30 hari kerja,sudah 
terlampaui . 
 
Kata Kunci :   Perlindungan Bagi Wisatawan dan Sanksi Hukum Bagi Biro Perjalanan. 

  
PENDAHULUAN  

 
Latar Belakang  
 Penyelenggaraan kepariwisataan yang 
ditujukan untuk meningkatkan pendapatan 
nasional ,memperluas dan memeratakan 
kesempatan berusaha dan lapangan kerja 
mendorong pembangunan daerah, 
memperkenalkan dan mendayagunakan daya 
Tarik wisata dan destinasi Indonesia ,serta 
Nampak rasa cinta tanah air dan mempererat 
persahabatan antar bangsa.Kecenderungan 
perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun 
ke tahun menunjukan perkembangan yang 

sangat yang sangat pesat.Hal itu disebabkan 
antar lain,oleh perubahan struktur social 
ekonomi negara didunia dan semakin 
banyaknya orang yang memiliki pendapatan 
yang lebih tinggi.selain itu,Kepariwisataan 
telah menjadi berkembang menjadi suatu 
fenomena global ,menjadi lebutuhan dasar 
,serta menjadi bagian dari hak asasi manusia 
yang harus digormati dan dilindungi .Dalam 
menghadapi perubahan global dan penguatan 
hak pribadi masyarakat untuk menikmati 
waktu luang dengan berwisata ,perlu dilakukan 
pembangunan kepariwisataan yang bertumpu 
pada keanekaragaman ,keunikan dan kekhasan 
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bangsa dengan tetap menempatkan 
kebhinekaan sebagai suatu hakiki dalam 
bhineka Negara Kesatuan Republik Indonesia . 

Dengan demikian pembangunan 
kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk 
menciptakan kesadaran akan identitas nasional 
dan kebersamaan dalam Keberagaman.dan 
sektor pariwisata .Motivasi wisatawan dalam 
melakukan perjalanan berbeda-beda,dimulai 
dari untuk menjalankan  tujuan-tujuan yang 
bersifat rekreasi ,yang perlahan berkembang 
menjadi untuk tujuan bisnis,menghadiri 
rapat,atau pertemuan,hingga perjalanan untuk 
mempelajari keunikan suatu tempat.sektorv 
pariwiosata merupakan salah satu sumber 
devisa non migas yang cukup besar di 
Indonesia. 

Bertambahnya kunjungan wisata ini, 
berdampak pada timbulnya permintaan-
permintaanberupa jasa pariwisata yang 
disediakan oleh masuyarakat disekitar tempat 
kunjungan wisata. Usaha jasaperjalanan terdiri 
dari dua jenis yaitu Biro Perjalanan dan agen 
perjalnan wisata.Keberadaan Biro Perjalanan 
Wisata di Bali telah diatur secara khusus  
Dalam peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Usaha jasa perjalanan 
wisata (UJPW).Dalam pasal 1 angka 13 Perda 
ini disebutkan bahwa usaha biro perjalanan 
wisata meliputi usaha penyediaan jasa 
perencanaan perjalanan dan/atau jasa 
pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, 
termasuk penyelenggaraan perjalanan 
ibadah.Sementara itu,dalam pasal 6 angka 1 
disebutkan bahwa salah satu bentuk kegiatan 
Biro Perjalanan Wisata ini adalah memberikan 
layanan angkutan /transportasi wisata.Dalam 
tujuannya untuk merencanakan kegiatan 
perjalanan wisatawan  ,Biro Perjalan Wisata 
sering kali mengadakan berbagai macam 
bentuk paket wisata untuk menarik minat 
wisatawan yang akan datang kesuatu daerah 
wisata .paket-paket tersebut biasanya meliputi 
layanan akomodasi hotel,restoran,dan berbagai 
macam bentuk usaha wisata lainnya.Namun 
keberadaan paket-paket perjalanan wisata yang 
ditawarkan oleh Biro perjalanan wisata ini 
sering kali tidak ditunjang dengan faktor-
faktor perlindungan keselamatan wisatawan, 
yang jelas sangat jarang terlihat adanya 
perjanjian khusus yang dibuat secara tertulis 

antara pihak Biro Perjalanan Wisata dengan 
wisatawan terkait keselamatan wisatawan itu 
sendiri.padahal dalam pasal 29 poin d undang-
undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
kepariwisataan telah disebutkan dengan jelas 
bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban 
untuk memberikan kenyamanan, keramahan, 
perlindungan, keamanan dan keselamatan 
wisatawan sedangkan dalam pasal 11 angka 1 
huruf a Perda Provinsi Bali . 

Banyak menyebutkan bahwa 
pengusaha wajib untuk memberikan 
perlindungan kepada wisatawan dalam bentuk 
jaminan keselamatan dan keamanan selama 
wisatawan tersebut berada di Bali. Hal ini 
dikarenakan layanan atau transaksi yang 
dialkukan adalah transaksi/pembayaran atas 
pelayanan yang akan dinikmati kemudian 
(after sales service) 
 
Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah 
yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa 
permasalahan yang penting untuk dibahas 
secara lebih lanjut. Adapun permasalahan 
tersebut adalah sebagai berikut. ; 
1. Bagaimanakah pelaksanaan  perlindungan 

hukum atas keamanan dan keselamatan 
wisatawan berdasarkan m 

2. Bagaimanakah sanksi hukumnya bagi biro 
perjalanan wisata yang tidak memenuhi 
standar keamanan dan keselamatan 
terhadap wisatawan? 

       
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Perlindungan Wisatawan oleh Biro 

Perjalanan Wisata berdasarkan 
Peraturan Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi kreatif  Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata 

Salah satu faktor penunjang industri 
pariwisata adalah adanya Keamanan dan 
pelayanan terhadap wisatawan yang sesuai 
dengan harkat dan martabat manusia, tanpa 
membeda-bedakan ras, agama, dan bangsa 
tertentu. Pelayanan tersebut tidak hanya 
semata-mata tentang pelayanan fisik, namun 
juga pelayanan yang berkaitan dengan rasa 
aman dan nyaman yang dirasakan oleh 

Ni Wyn. Lisna Dewi, I Wyn. Suardana, I Wyn Antara, Perlindungan Hukum Atas Keamanan Dan.....
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wisatawan. Pada saat melakukan perjalanan 
wisata, besar kemungkinan wisatawan akan 
mengalami suatu kejadian yang dapat 
mebahayakan nyawa ataupun harta bendanya. 
Misalnya saja, wisatawan tersebut mengalami 
kecelakaan, pencurian, penipuan, atau 
diperlakukan dengan tidak adil dan tidak 
sesuai dengan haknya sebagai manusia, yang 
mungkin disebabkan oleh alasan politik atau 
hal-hal yang terjadi akibat adanya perubahan 
situasi keamanan Negara. Oleh sebab itu Biro 
Perjalanan Wisata sebagai salah satu pelaku 
usaha yang bergerak di bidang usaha jasa 
perjalanan wisata, memiliki peranan penting 
untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan 
perlindungan dan keamanan kepada 
wisatawan, khususnya wisatawan yang 
menggunakan jasanya. Wisatawan sebagai 
individu merupakan subjek hukum dengan 
segala hak dan kewajiban yang melekat 
padanya, yang harus dihormati dan dilindungi. 
Oleh sebab itu, pelaku usaha pariwisata 
terutama Biro Perjalanan Wisata harus 
semakin tanggap dalam menghadapi 
permintaan-permintaan pelanggan terhadap 
daerah tujuan wisata yang aman dan selalu 
mempertimbangkan faktor keselamatan dan 
keamananmelalui pemilihan alat transportasi 
yang tepat. Dalam Global Code of Ethic, 
dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban 
untuk memberi perlindungan kepada 
wisatawan dan harta bendanya, mengingat 
dimungkinkan adanya tindak kejahatan dan 
kekerasan yang akan dialami olehwisatawan 
tersebut., pemerintah wajib untuk 
menyediakan sarana keamanan, asuransi, dan 
segala bantuan yang sesuai dengan 
kebutuhanwisatawan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf (d), 
telah diatur tentang kewajiban Pihak 
pengusaha pariwisata untuk memberikan 
kenyamanan, keramahan, perlindungan 
keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. 
Permasalahan yang selanjutnya berkembang 
adalah dalam Undang-Undang Kepariwisataan 
tersebut belum mengatur secara jelas terkait 
standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku 
usaha, yang dalam hal ini adalah Biro 
Perjalanan Wisata, untuk dapat menjalankan 

kewajibannya sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 26 huruf (d) tersebut.  

Selanjutnya, dalam   pasal 5 disebutkan 
bahwa Kegiatan usaha Biro PerjalananWisata 
meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan 
perjalanan dan usaha jasapelayanan dan 
penyelenggaraan pariwisata termasuk 
perjalanan ibadah, yang berbentuk badan 
usaha Indonesia berbadan hukum. Adanya 
ketentuan dalam pasal 5 ini menegaskan 
kembali bahwa Biro Perjalanan Wisata 
haruslah berbentuk badan hukum yang berlaku 
di Indonesia, sehingga dalam menjalankan 
usahanya harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur secara 
khusus tentang badan hukum di Indonesia. 
Kewajiban Pelaku Usaha Perjalanan Wisata 
untuk memiliki Sertifikat Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata tercantum dalam Pasal 7 
ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap 
Usaha Jasa Perjalanan Wisata, termasuk kantor 
cabang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, wajib 
memiliki Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata dan melaksanakan Setifikasi Usaha 
Jasa Perjalanan Wisata, berdasarkan 
persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri .” Kata wajib, yang 
terdapat dalam ketentuan pasal tersebut 
mengartikan bahwa Sertifikat Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata ini adalah sesuatu yang 
harus dimiliki oleh setiap usaha jasa perjalanan 
wisata, yang apabila tidak dipenuhi maka akan 
menimbulkan sanksi tertentu. Sementara itu, 
dalam Pasal 9 dijelaskan terkait persyaratan 
yang harus dipenuhi untuk dapat 
melaksanakan sertifikasi usaha jasa perjalanan 
wisata, yaitu: 
(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan 

Sertifikat Usaha JasaPerjalanan Wisata, 
harus dilakukan penilaian terhadap: 
a. pemenuhan persyaratan dasar; dan 
b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar 

Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 
(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata. 

(3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, 
maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. 
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(4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar 
Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b,mencakup : Standar 
Usaha bagi Biro Perjalanan Wisata, yang 
meliputi aspek: 
1. produk, yang terdiri dari 20 (dua 

puluh) unsur; 
2. pelayanan, yang terdiri dari 7 (tujuh) 

unsur; dan 
3. pengelolaan, yang terdiri dari 11 

(sebelas) unsur. 
Sebagaimana telah dibahas dalam bab 

II, Ketentuan mengenai Persyaratan 
administrasi untuk memiliki Ijin Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata diatur dalamPeraturan 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 
Dalam peraturan ini dijelaskan beberapa syarat 
untuk pengajuan TDUP, yaitu : 
a) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan 

kepada Bupati atau Walikota tempat 
kedudukan kantor dan/atau gerai 
penjualan. (Pasal 3 ayat 1) 

b) Biro Perjalanan Wisata berbentuk badan 
usaha Indonesia berbadan hukum(Pasal 6 
ayat 2) 

c) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata 
ditujukan secara tertulis oleh pengusaha, 
dengan menyertakan dokumen  (Pasal 9 
ayat 1 dan 2) 
1) Fotokopi akta pendirian badan usaha 

yang mencantumkan usaha jasa 
perjalanan wisata sebagai maksud dan 
tujuannya, beserta perubahannya, 
apabila ada. 

2) Fotokopi izin teknis dan dokumen 
lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 Surat Pernyataan tertulis yang 
menyatakan bahwa data dan dokumen 
yang diserahkan tersebut adalah benar, 
absah dan sesuai dengan fakta 

  
2. Sanksi  Hukum Jika  Terjadi 

Pelanggaran Dari Biro Perjalan wisata  
Yang Tidak Memenuhi Standar Usaha 
Jasa Perjalanan Wisata 

Dalam menjalankan usahanya, pelaku 
usaha Biro Perjalanan Wisata wajib untuk 
melakukan upaya pengawasan terhadap paket-
paket wisata yang telah dihasilkan, apakah 
sudah sesuai dengan yang terjadi dalam 
pelaksanaannya.Hal tersebut juga berlaku 
dalam Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014. 
1) Dalam pasal 17 Permenparekraf  No 4 

Tahun 2014 mengatur tentang pihak yang 
bertanggung jawab dalam pengawasan 
sertifikasi usaha jasa perjalanan wisata, 
yaitu: Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota 
melakukan pengawasan penerapan dan 
pemenuhan Standar Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata, sesuai kewenangannya. 

2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud  Pasal 17 ayat (1) 
melalui evaluasi penerapan standar Usaha 
Jasa Perjalanan Wisata. 

3)  Pengawasan yang dilakukan oleh 
Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 17  
ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan 
penerapan standar Usaha Jasa 
PerjalananWisata di wilayah kerja. 

4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melalui evaluasi terhadap Persyaratan 
Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha 
Jasa Perjalanan Wisata. 

Selanjutnya, apabila pelaku usaha tidak 
melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), 
dan Pasal 13, maka pelaku usaha akan 
dikenakan sanksi administratif, sebagaimana 
tercantum dalam  Pasal 18 ayat (2) sampai (5) 
Permenparekraf ini, yaitu : 
(1) Sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa 

Perjalanan Wisata; dan 
c. pembekuan atau pencabutan Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata. 
(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 
(tiga) kali dan dilaksanakan secara patut 
dan tertib, dengan selang waktu di antara 
masing-masing teguran tertulis paling 
cepat selama 30 hari kerja, dan harus 
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dikenakan sebelum sanksi-sanksi 
administrasi yang lain dikenakan. 

(3) Pembatasan kegiatan Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila 
Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi 
teguran tertulis ketiga dan jangka waktu 
selang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) selama paling cepat 30 hari kerja, 
sudah terlampaui. 

(4) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar 
Usaha Pariwisata sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila 
Pengusaha Pariwisata  tidak mematuhi 
teguran tertulis ketiga dan telah lewat 
jangka waktu selama paling cepat selama 
60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak 
tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan. 
Selanjutnya, dalam Pasal 20 dikatakan 

bahwa sertifikat untuk menyelenggarakan 
Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang telah 
dimiliki pelaku usaha sebelum berlakunya 
peraturan menteri ini, tetap dapat digunakan 
untuk menyelenggarakan Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata sampai dengan masa 
berlakunya berakhir. Namun masa berlakunya 
tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun, terhitung 
sejak berlakunya Permenparekraf Nomor 4 
Tahun 2014, dan pembaruannya atau 
perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014. 

Dalam hal, pelaku usaha belum 
memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang 
Pariwisata sebagaimana diatur dalam 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014, namun 
telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan 
diri sebagai Usaha Jasa Perjalanan Wisata, 
Pasal 21 menyatakan bahwa pelaku usaha 
tersebut wajib untuk menyesuaikan diri dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 
terhitung sejak berlakunya Permenparekraf ini. 
Selanjutnya, dalam jangka waktu 2 bulan 
setelah berlakunya Permenparekraf Nomor 4 
Tahun 2014, pemerintah melalui Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan 
peraturan baru, yaitu Permenparekraf Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha 
Jasa Perjalanan Wisata 

 Dikeluarkannya Permenparekraf 
Nomor 8 Tahun 2014 ini pada tanggal 26 Juni 
2014, didasarkan pada tujuan untuk 
mengoptimalisasikan penerapan 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014. Adanya 
Permenparekraf Nomor 8 Tahun 2014, 
membuat ketentuan Pasal 20 berubah. 
Sehingga Pasal 20, yang sebelumnya 
menyatakan : Pengusaha Pariwisata yang telah 
memiliki sertifikat untuk menyelenggarakan 
Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebelum 
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat 
menggunakan sertifikat dimaksud untuk 
menyelenggarakan Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata sampai dengan masa berlakunya 
berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) 
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan 
Menteri ini, dan pembaruannya atau 
perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Menteri No 8 tahun 2014 
 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Simpulan 
Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Perlindungan hukum atas  keamanan dan 

keselamatan wisatawan   menurut  Pasal  
26 d  Undang-undang No 10 tahun 2009 
Tentang  Kepariwisataan  telah diatur 
mengenai  kewajiban Pihak pengusaha 
pariwisata untuk memberikan 
kenyamanan, keramahan, perlindungan 
keamanan dan keselamatan kepada 
wisatawan, dan dipertegas, dalam Pasal 5 
Nomor 4 Tahun 2014 Permenparekraf 
disebutkan bahwa Kegiatan usaha Biro 
Perjalanan Wisata meliputi usaha 
penyediaan jasa perencanaan perjalanan 
dan usaha jasa pelayanan dan 
penyelenggaraan pariwisata termasuk 
perjalanan ibadah, yang berbentuk badan 
usaha Indonesia.  

2.  Sanksi Hukum Bagi Biro Perjalanan 
Wisata yang tidak memenuhi Standar 
Keamanan dan Keselamatan terhadap 
Wisatawansebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7  ayat (1) kewajiban melaksanakan 
sertikat Usaha Perjalanan Wisata  dan 
Pasal 13, Jasa Pariwisata tidak memenuhi 
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Standar Keamanan dan Keselamatan 
berdasarkat sertifikat Usaha jasa 
Perjalanan pariwisata  maka pelaku usaha 
akan dikenakan sanksi administratif, 
sebagaimana tercantum dalam  Pasal 18 
ayat (2) sampai (5) Permenparekraf  No 4 
tahun 2014 , yaitu : berupa: 
a. teguran tertulis;Sanksi administratif 

berupa teguran tertulis sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18  ayat(2) 
huruf a dilakukan paling sedikit 
sebanyak 3 (tiga) kali dan 
dilaksanakan secara patut dan tertib, 
dengan selang waktu di antara 
masing-masing teguran tertulis paling 
cepat selama 30 hari kerja, dan harus 
dikenakan sebelum sanksi-sanksi 
administrasi yang lain dikenakan. 

b. pembatasan kegiatan Usaha Jasa 
Perjalanan Wisata; Pembatasan 
kegiatan Usaha Jasa Perjalanan 
Wisata sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 18  ayat (2) huruf b, dikenakan 
apabila Pengusaha Pariwisata tidak 
mematuhi teguran tertulis ketiga dan 
jangka waktu selang sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18  ayat (3) 
selama paling cepat 30 hari kerja, 
sudah terlampaui. 

  
Saran 
1. Pemerintah sebaiknya  wajib untuk 

melakukan sosialisasi tentang 
Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 
kepada Biro Perjalanan Wisata di 
Provinsi Bali, dan mengadakan 
kerjasama-kerjasama dengan Lembaga 
Sertifikasi Usaha Pariwisata yang 
sudah disahkan oleh Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

2. Pemerintah sebagai pihak yang 
bertugas untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan dalam 
rangka penerapan Standar Usaha Jasa 
Perjalanan,wajib untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan yang 
efektif kepada Biro Perjalanan Wisata 
di Provinsi Bali, agar unsur-unsur 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 
ayat 4 huruf (a) Permenparekraf 
Nomor 4 Tahun 2014 mengenai 

pemenuhan  pelaksanaan Standar 
Usaha yang berlaku bagi jasa 
Perjalananan Wisata dapat dipenuhi 
sesuai dengan jangka waktu yang telah 
ditetapkan. 
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ANALISIS RASIO RENTABILITAS PERUSAHAAN AGRIBISNIS 
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH 

PANDEMI COVID-19 
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I GUSTI AYU MADE AGUNG MAS ANDRIANI PRATIWI 

I GUSTI NENGAH DARMA DIATMIKA 
 

ABSTRAK 
 

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai dirasakan pada Tahun 2020 berdampak besar 
terhadap perusahaan-perusahaan baik dari sisi penjualan maupun biaya operasional, namun 
perusahaan-perusahaan di bidang pertanian kemungkinan berdampak lebih kecil karena produk-
produk pertanian merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rentabilitas Perusahaan Agribisnis di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
2 perusahaan yaitu PT. Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dan PP London Sumatera Tbk (LSIP). Hasil 
analisis menunjukkan bahwa rasio rentabilitas perusahaan agribisnis PT. AALI dan PP. LSIP di tahun 
2020 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertanian masih dapat 
bertahan ditengan gempuran pandemi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diajukan saran yaitu diharapkan untuk tetap menjaga likuiditas 
dan permodalan perusahaan ditengah pandemi dan lebih mengefisienkan biaya-biaya operasional dan 
mengefektifkan penggunaan modal dan asset sehingga rasio rentabilitas dapat terjaga. 

 
Kata kunci : Perusahaan Agribisnis, BEI, Pandemi 
 

PENDAHULUAN 
 

Perusahaan-perusahan di bidang agribisnis 
berkembang sangat pesat, hal ini dapat dilihat 
dari semakin banyaknya perusahana-
perusahaan agribisnis yang melakukan 
Indonesia Public Offering (IPO) menjadi 
perusahaan terbuka. Hal ini tentu menjadi hal 
yang sangat baik bagi iklim investasi di 
Indonesia dan berdampak sangat baik bagi 
ekonomi nasional. Setelah melakukan go public 
saham dari perusahaan tersebut dapat dibeli 
oleh public secara terbuka melalui Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 

BEI mempunyai beberapa jenis indeks, 
diantaranya Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), Indeks Individual, Indeks LQ45, 
Indeks IDX 80, Indeks Kompas 100, Jakarta 
Islamic Indeks (OJK), Indeks Investor33, dan 
Indeks Sektoral. 

Indeks Sektoral merupakan indeks saham 
yang masuk dalam sektor yang sama terdiri dari 
9 sektor yang komponen - komponennya yaitu 
Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar, 
Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, 

Properti, Infrastruktur, Keuangan dan 
Perdagangan (BEI, 2021). Indeks Sektoral 
dalam BEI termasuk Sektor pertanian terdiri 
dari, Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan 
dan Perikanan, untuk sektor perkebunan 
memiliki 12 perusahaan yang tercatat di BEI 
yaitu; Astra Agro Lestari Tbk, BW Plantation 
Tbk, Gozco Plantations Tbk, Jaya Agra Wattie 
Tbk, Multi Agro Gemilang Plantation Tbk, 
Provident Agro Tbk, PP London Sumatra Tbk, 
Salim Ivomas Pratama Tbk, Sampoerna Agro 
Tbk. Rengkung (2012) mengatakan bahwa 
sebagai perusahaan public, maka semua 
perusahaan yang listed akan selalu berupaya 
untuk meningkatkan kinerjanya, dalam rangka 
menjaga kestabilan harga sahamnya. Salah satu 
yang dapat dijadikan aspek penilaian dalam 
menilai kinerja perusahaan adalah Rasio 
Rentabilitas.  

Sudana (2011) menjelaskan Rentabilitas 
adalah kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba dengan menggunakan 
sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, 
seperti aktiva, modal atau penjualan 
perusahaan. Kasmir (2014) menjelaskan 
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